BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-$26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

Menimbang

Mengingat

1.

TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Inspektorat Daerah
melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa untuk menunjang pelaksanaan pengawasan bidang
investigasi Inspektorat Daerah yang berkualitas dan
memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, perlu
dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Audit Investigatif;

bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2
tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



Menetapkan

KESATU

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Fungsi Serta Tata
Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT
INVESTIGATIF.

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Audit Investigatif, dengan susunan tim sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Audit Insvestigatif;

b. melakukan pembahasan dalam tim terhadap Rancangai
Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Invetigatif; dan

c. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Pedoman Audit Investigatif saat proses harmonisasi.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Septtmber 2025

BUPATI B/ELITUNG TIMUR,

ARUBIN MUTEN

/ =<



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-52L TAHUN 2025
TANGGAL : 29 sePTemeER 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

No Nama/NIP/Jabatan Kedinasan Jabatan Dalam Tim

1. | Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur Penanggung jawab

2. | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur Ketua

3. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakil Ketua
Belitung Timur 7

4. | Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Sekretaris

5. | Fungsional Auditor/PPUPD pada Inspektorat Pembantu Anggota
Bidang Investigasi

6. | Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

7. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Anggota
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Belitung Timur

8. | Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Belitung Timur

9. |Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

10. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Anggota

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,




